
 

 



 

koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya melalui usaha bersama. Jika koperasi 

tidak berfungsi dengan baik, tujuan ini tidak 

akan tercapai, dan kesejahteraan anggotanya 

terpenuhi. Pada tahun 2023, jumlah koperasi 

tidak aktif di Kota Semarang sebanyak 170 dari 

jumlah total 736 koperasi yang berada di Kota 

Semarang. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

sebanyak kurang lebih 30% koperasi di Kota 

Semarang masih belum terkelola dengan baik.  

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang merupakan institusi pelayanan publik 

yang memiliki tugas untuk membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Semarang mengalami penambahan 

pegawai dari hasil rekutmen Calon Pegawai 

Negeri Sipil tahun 2022. 

Pendidikan 
Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

SD 0 0 

SMP 0 0 

SMA 7 9 

D III 6 4 

S 1 39 65 

S 2 5 10 

TOTAL 57 88 

Sumber: Website Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Semarang, 2023 

Penambahan pegawai tersebut telah 

memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Semarang. Walaupun latar belakang 

pendidikan yang dimiliki oleh pegawai sudah 

memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang, pegawai-pegawai tersebut memiliki 

latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 

Rekrutmen pegawai menyebabkan adanya rotasi 

pegawai atau jabatan pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro yang menyebabkan terjadinya 

pengambilalihan tugas dari pegawai sebelumnya 

kepada pegawai baru. Sejalan dengan penelitian 

Roidah Lina (2020) bahwa rekrutmen memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Bertambahnya pegawai 

mengakibatkan terjadinya penyerahan tugas 

kepada pegawai baru. Pegawai baru tentu 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Informasi terkait 

koperasi, usaha mikro, dan lapangan yang 

dimiliki pegawai baru cenderung masih terbatas 

terutama pada pegawai yang profesi sebelumnya 

tidak berkaitan dengan koperasi atau usaha 

mikro. Pengetahuan pegawai baru dalam 

melakukan pekerjaan di lapangan masih sangat 

terbatas dibandingkan dengan pegawai yang 

telah berpengalaman. Hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan bahwa pegawai baru 

nantinya akan rentan menemui tantangan dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Adanya perbedaan latar belakang pegawai 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 



 

juga dapat memunculkan gap kompetensi 

antarpegawai. Berbedanya latar belakang 

pendidikan setiap pegawai berarti bahwa setiap 

pegawai memiliki kemampuan, pengetahuan, 

dan keahlian yang berbeda-beda. Selain itu, 

pegawai dengan latar belakang pendidikan yang 

kurang relevan dengan tugas dan fungsinya 

rentan mengalami kesulitan atau tantangan. 

Maka dari itu, untuk menghadapi permasalah 

dan isu tersebut diperlukan peningkatan 

kompetensi atau kualitas sumber daya manusia 

yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Semarang. 

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden ke-7, 

Joko Widodo, berupaya membangun SDM yang 

profesional dalam memberikan layanan publik. 

Salah satu langkah yang diambil adalah 

mengeluarkan Core Values "BerAKHLAK" dan 

Employer Branding ASN "Bangga Melayani 

Bangsa" pada tahun 2021. Kebijakan ini 

kemudian diatur melalui Surat Edaran Menteri 

PANRB Nomor 20 Tahun 2021 mengenai 

Implementasi Core Values dan Employer 

Branding ASN. 

Core Values "BerAKHLAK" adalah budaya 

kerja yang menjadi salah satu strategi untuk 

mentransformasi pengelolaan ASN menuju 

pemerintahan berstandar dunia (world class 

government). Menurut Triguno (2004), budaya 

kerja mencerminkan nilai-nilai yang berakar 

pada pandangan hidup dan berkembang 

menjadi karakter, kebiasaan, serta identitas 

dalam suatu kelompok masyarakat. Core Values 

"BerAKHLAK" mencakup nilai-nilai seperti 

berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, 

kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, 

dan kolaborasi. Core Values "BerAKHLAK" 

merupakan salah satu strategi dalam 

transformasi pengelolaan SDM pemerintah yang 

memiliki tujuan untuk menyamakan nilai-nilai 

dasar ASN sehingga dalam pelaksanaan 

pelayanan publik berjalan dengan profesional. 

Core Values "BerAKHLAK" harus diterapkan oleh 

seluruh satuan institusi pemerintahan Indonesia 

termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang. Core Value kompeten berarti 

memandang bagaimana pegawai berupaya 

meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

tantangan yang selalu berubah. Selain itu, 

kompeten juga melihat dari sisi bagaimana 

pegawai menggunakan kompetensinya dalam 

membantu orang lain belajar dan melaksanakan 

tugas dengan kualitas terbaik. 

Pengembangan kompetensi ASN sangat 

penting dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, efektivitas kerja, dan 

pencapaian tujuan organisasi (Setiawan, 2023). 

Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN 

menegaskan bahwa (1) Pegawai ASN berhak 

memperoleh penghargaan dan pengakuan 

berupa materiel dan/atau nonmateriel. Salah satu 

komponen penghargaan dan pengakuan 

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yaitu pengembangan diri. Kemudian 

ditegaskan kembali pada ayat 8 terkait 

pengembangan diri sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 huruf f dapat berupa: (a) 



 

pengembangan talenta dan karier; dan/atau (b) 

pengembangan kompetensi. 

Adanya regulasi yang demikian, diharapkan 

dapat mengembangkan ASN yang unggul 

melalui tingginya kompetensi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan peraturan. Peningkatan kompetensi ASN 

bertujuan mencapai misi Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang yang pertama, 

yakni meningkatkan kualitas dan kapasitas 

sumber daya manusia yang unggul dan 

produktif untuk mencapai kesejahteraan dan 

keadilan. 

Melihat permasalahan yang ada, peneliti 

memiliki ketertarikan penelitian dengan judul 

“Analisis Peningkatan Kompetensi Pegawai 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang.” 

A. Rumusan Masalah 

Bagaimana peningkatan kompetensi pegawai 

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang. 

B. Tujuan Penelitian 

Menganalisis peningkatan kompetensi 

pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Semarang. 

C. Kerangka Teori 

Administrasi Publik 

Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong 

(2019) menyatakan bahwa administrasi publik 

merupakan proses pengorganisasian dan 

koordinasi sumber daya publik untuk 

merumuskan, melaksanakan, dan mengelola 

kebijakan publik. 

Menurut Harbani Pasalong (2019), 

Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama 

antara sekelompok individu untuk menjalankan 

tugas pemerintahan demi memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. 

Manajemen Publik 

Shafritz dan Russel dalam Keban (2019) 

manajemen publik adalah upaya seseorang 

untuk mengelola suatu organisasi dan 

menggunakan sumber daya (manusia dan 

mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. 

Definisi ini memperluas konsep manajemen 

publik dengan mencakup penggunaan sumber 

daya, baik manusia (pegawai, tenaga kerja) 

maupun mesin (teknologi, peralatan), untuk 

mencapai tujuan organisasi publik. 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Tulus (1992) berpendapat bahwa 

manajemen sumber daya manusia melibatkan 

proses pengorganisasian, pengarahan, 

perencanaan, dan pengawasan terkait 

pengembangan, pengadaan, pemberian 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, hingga 

pemutusan hubungan kerja untuk membantu 

organisasi, masyarakat maupun individu 

mencapai tujuan. 

Kompetensi 

Ruky (2006) menjelaskan bahwa kompetensi 

adalah sifat dasar seseorang yang 

mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, 

memungkinkannya membuat generalisasi 

terhadap berbagai situasi, dan membuat mereka 

tetap dalam diri mereka sendiri untuk waktu 

yang lama. 



 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan menerapkan pendekatan 

kualitatif. Dilaksanakan di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang dengan subjek 

penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data 

kualitatif yang terdiri dari kumpulan kata-kata, 

gambar, dan tulisan. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan narasumber yang memiliki keterlibatan 

langsung dalam kegiatan peningkatan 

kompetensi pegawai di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang. Sementara itu, data 

sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber 

tidak langsung, seperti catatan, buku, literatur, 

koran, dokumen, laporan, artikel, dan sumber 

lain yang berkaitan dengan peningkatan 

kompetensi pegawai di instansi tersebut. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan studi 

pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui 

reduksi data, penyajian data, dan interpretasi 

data.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai peningkatan kompetensi pegawai 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang. Pembahasan ini dibuat berdasarkan 

dimensi kompetensi menurut Wibowo (2018). 

1. Pengetahuan 

Pada dimensi pengetahuan, peneliti 

mengidentifikasi pengetahuan pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

berdasarkan 3 aspek pengetahuan menurut 

Yuniarsih dan Suwatno (2013) yaitu kesesuaian 

latar belakang pendidikan dengan jabatan atau 

tugas dan tanggung jawab yang diemban, 

pengetahuan, dan pemahaman pegawai terkait 

prosedur pelaksanaan tugas.  

Pada aspek pertama yaitu kesesuaian latar 

belakang pendidikan dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diemban pegawai, peneliti 

menemukan bahwa setiap posisi atau jabatan di 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

diisi oleh individu dengan latar belakang yang 

telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada 

saat proses rekrutmen pegawai. Walaupun 

terdapat kesesuaian latar belakang pendidikan 

dengan jabatannya, terdapat pegawai yang 

masih memerlukan pembelajaran lebih lanjut 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

jabatan, bidang, ataupun melaksanakan tugas 

tambahan lainnya yang diberikan.  

Pegawai dengan latar belakang Sarjana 

Pendidikan Ekonomi Koperasi yang memiliki 

jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama di 

bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

masih memerlukan pembelajaran lebih lanjut 

terkait regulasi koperasi. Hal ini dikarenakan 

pada saat kuliah, pegawai hanya mendapat 

sedikit ilmu terkait koperasi. Jabatan dan bidang 

pegawai mengharuskan pegawai untuk lebih 

meningkatkan pengetahuannya terutama pada 

regulasi-regulasi koperasi.  

Pegawai dengan latar belakang Sarjana 

Pendidikan Ekonomi Koperasi yang memiliki 

jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama di 



 

bidang Pemberdayaan Usaha Mikro tidak 

memiliki cukup pengetahuan dalam hal 

pemberdayaan usaha mikro. Hal ini dikarenakan 

pada saat kuliah pegawai hanya mendapat 

pengetahuan dasar terkait koperasi. Latar 

belakang pegawai dari jurusan pendidikan 

membuat pegawai lebih memiliki pengetahuan 

pada metode pembelajaran daripada hal-hal 

terkait koperasi. Pegawai merasa masih 

memerlukan pengetahuan terkait regulasi 

koperasi untuk menopang tugas yang sesuai 

dengan jabatannya dan pengetahuan terkait 

pemberdayaan usaha mikro untuk menopang 

tugas yang sesuai dengan bidangnya. 

Pegawai dengan latar belakang Sarjana 

Administrasi Publik yang memiliki jabatan 

Penyuluh Koperasi di bidang Pemberdayaan 

Koperasi selain melakukan tugas pokok dan 

fungsi jabatan penyuluh koperasi, pegawai harus 

melaksanakan juga tugas pokok dan fungsi di 

bidang pemberdayaan koperasi. Pegawai 

merasakan bahwa pengetahuan dari latar 

belakang Sarjana Administrasi Publik pada 

jabatan Penyuluh Koperasi tidak terlalu relevan 

karena tugas dan fungsi jabatan tersebut 

bersinggungan langsung dengan masyarakat. 

Akan tetapi, pengetahuan yang dimiliki pegawai 

lebih relevan di bidang Pemberdayaan Koperasi 

karena dalam bidang tersebut pegawai 

melakukan tugas terkait perencanaan dan 

penganggaran. 

Apek selanjutnya yaitu pengetahuan dan 

pemahaman pegawai terkait prosedur 

pelaksanaan tugas. Setiap pegawai dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus 

lebih dahulu mengetahui dan memahami 

prosedur pelaksanaan tugasnya sebagai dasar. 

Peneliti mengidentifikasi bahwa pengetahuan 

dan pemahaman pegawai baru didapatkan dari 

regulasi-regulasi yang mengatur terkait jabatan 

pegawai tersebut. Sebelum bekerja di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 

pegawai melewati tahap seleksi kompetensi 

bidang. Pada tahap tersebut pegawai 

mengetahui dan memahami terkait prosedur 

pelaksanaan yang akan menjadi tugasnya. 

Pegawai dengan jabatan Pengawas Koperasi 

Ahli Pertama dapat mengetahui dan memahami 

prosedur pelaksanaan tugas sesuai dengan 

jabatannya melalui Peraturan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pengawasan Koperasi. Pada 

peraturan tersebut terdapat penjelasan terkait 

jabatan pengawas koperasi, alur pengawasan 

koperasi, jenis pengawasan koperasi. Selain itu 

terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Koperasi.   

Berbeda dengan pegawai yang memiliki 

jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama, 

pegawai dengan jabatan Penyuluh Koperasi 

merasa kesulitan untuk mengetahui dan 

melakukan pemahaman terkait prosedur 

pelaksanaan tugasnya. Hal ini dikarenakan 

belum adanya regulasi terkait Penyuluh 

Koperasi. Bahkan, pada saat tahap seleksi 

kompetensi bidang materi yang diujikan pada 



 

jabatan Penyuluh Koperasi yaitu terkait 

pengawasan koperasi. 

Latar belakang pendidikan pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai 

dengan kualifikasi pendidikan yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan jabatan atau tugas 

dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun 

sebagian besar latar belakang pendidikan sudah 

sesuai, terdapat beberapa pegawai baru yang 

masih memerlukan pembelajaran lebih lanjut 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

jabatannya ataupun melaksanakan tugas 

tambahan lainnya yang diberikan.  

Perbedaan latar belakang pendidikan dan 

jabatan yang dimiliki pegawai juga 

menyebabkan berbedanya pengetahuan dan 

pemahaman prosedur pelaksanaan tugas. 

Pengetahuan dan pemahaman prosedur 

pelaksaan tugas dilakukan pegawai dengan 

mengacu pada regulasi yang sesuai dengan 

jabatannya. Akan tetapi, tidak semua jabatan 

memiliki regulasi yang rinci terkait prosedur 

pelaksanaan tugas maupun tugas pokok dan 

fungsinya. Belum ada regulasi yang menjelaskan 

secara rinci terkait jabatan penyuluh koperasi 

yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman terkait prosedur pelaksanaan tugas 

pegawai dengan jabatan Penyuluh Koperasi.  

Adanya tantangan dalam pengetahuan pegawai 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

mendorong peningkatan pengetahuan pegawai. 

Peningkatan pengetahuan pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 

No. Kegiatan Deskripsi 

1. 
Belajar 

Bersama 

a) Dilaksanakan setiap 

hari Jumat 

b) Setiap pegawai 

baaru melakukan 

presentasi setiap 

minggu dengan 

topik yang berbeda-

beda 

c) Pegawai senior 

membantu pegawai 

baru dalam 

melakukan 

pemahaman 

2. 

Diskusi 

Kecil Satu 

Bidang 

Dilaksanakan setiap hari 

secara spontan atau 

informal dalam lingkup 

satu bidang 

3. 
Bimbingan 

Teknis 

a) Dilaksanakan 1-2 

kali setiap tahun 

dengan materi yang 

berbeda-beda 

b) Materi terkait 

Informasi publik 

(PPID), regulasi 

akuntasi koperasi, 

dan program usaha 

mikro 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan 

pengetahuan pegawai khususnya kegiatan 

belajar bersama yang mulai dilakukan pada 

tahun 2022 semakin mengalami penurunan 

frekuensi. Hal ini dikarenakan bertambahnya 

kegiatan pegawai dan bertambah pula tugas dan 

tanggung jawab yang harus dikerjakan pegawai 

sehingga menyita waktu untuk melaksanakan 

kegiatan belajar bersama tersebut. Terdapat pula 

pegawai yang sering mendapatkan disposisi atau 

tugas lain yang mungkin tidak selalu berkaitan 

langsung dengan tugas utamanya membuat 

pegawai harus membagi fokus dan tenaga, 



 

sehingga tidak bisa sepenuhnya mengikuti 

kegiatan peningkatan pengetahuan tersebut. 

2. Keterampilan 

Pada dimensi keterampilan, peneliti 

mengidentifikasi keterampilan pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

berdasarkan 5 aspek keterampilan menurut 

Robbins (2013) yaitu keahlian dasar, keahlian 

teknis, keahlian interpesonal, dan keahlian 

pemecahan masalah pegawai Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Semarang. 

Keahlian pegawai di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang beragam dan 

dipengaruhi oleh pengalaman serta latar 

belakang pendidikan masing-masing. Keahlian 

dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan 

mendengarkan sudah dimiliki oleh seluruh 

pegawai, dengan rata-rata pendidikan mereka 

adalah S1 dan D3. Keahlian teknis yang dimiliki 

pegawai diperoleh pegawai melalui pengalaman 

kerja sebelumnya, seperti dalam pengelolaan 

aplikasi, administrasi, dan keterampilan 

berbicara di depan umum. Namun, terdapat 

perbedaan signifikan terkait keahlian teknis 

antara pegawai baru dan pegawai senior. 

Pegawai senior memiliki keahlian yang lebih 

dalam, terutama dalam hal pengalaman dan 

pemahaman regulasi atau prosedur yang berlaku 

di masing-masing bidang. Sementara pegawai 

baru, masih terbatas dalam pengalaman dan 

pengetahuan mendalam terkait regulasi dan 

prosedur di lapangan. Keahlian interpersonal 

yang dimiliki pegawai terlihat dalam cara 

komunikasi antarpegawai, baik secara lisan 

maupun tulisan. Pegawai Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang menggunakan 

berbagai saluran komunikasi seperti e-mail dan 

WhatsApp untuk menyampaikan informasi dan 

berkoordinasi dengan tim serta masyarakat. 

Dalam berkomunikasi pegawai menyaring dan 

menyesuaikan informasi dengan urgensi serta 

menyesuaikan gaya kepemimpinan atasan. 

Keahlian pemecahan masalah yang dimiliki 

pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang juga sangat bervariasi. Beberapa 

pegawai lebih memilih koordinasi dengan rekan 

sejawat atau atasan, sementara terdapat pegawai 

mengandalkan teknologi untuk mencari solusi. 

Selain itu, beberapa pegawai juga lebih 

mengutamakan penyelidikan mendalam 

terhadap akar masalah sebelum mencari solusi, 

baik secara individu maupun bersama tim.  

Adanya perbedaan keterampilan terutama 

terkait keahlian teknis antara pegawai baru dan 

pegawai senior mendorong peningkatan 

keterampilan pegawai Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Semarang. Peningkatan 

keterampilan pegawai tercermin dari adanya 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pegawai yaitu 

sebagai berikut: 

No. Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

1. 
Transfer 

Ilmu 

Dilaksanakan dengan 

cara yang berbeda-

beda di setiap 

bidangnya 

2. 
Pelatihan 

Rutin 

a) Pelatihan terkait 

JFPK dan website 

EDUKUMKM 

(Kementerian 

Koperasi dan 

UKM) 



 

b) Pelatihan terkait 

Perkoperasian 

dan ASN 

(Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Tengah) 

c) Pelatihan 

Kepemimpinan 

(Pemerintah Kota 

Semarang) 

3. 
Bimbingan 

Teknis 

a) Dilaksanakan 1-2 

kali setiap tahun 

dengan materi 

yang berbeda-

beda 

b) Bimbingan teknis 

terkait PPID, 

manajemen 

kepegawaian, 

dan inventarisasi 

barang milik 

daerah 

4. 
Uji 

Kompetensi 

Fasilitas kepada 

pegawai untuk 

mengikuti uji 

kompetensi yang 

dilaksanakan oleh 

lembaga sertifikasi 

profesi BNSP 

5. 

Penguatan 

Budaya 

Kerja 

a) Dilaksanakan 

satu tahun sekali  

b) Pemaparan 

materi oleh 

narasumber, sesi 

motivasi kepada 

pegawai, dan sesi 

games. 

6. 

Adanya 

Grup 

WhatsApp 

a) Beranggotakan 

seluruh pegawai 

Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro 

Kota Semarang  

b) Terdapat grup 

dengan lingkup 

lebih kecil yang 

disesuaikan 

dengan lingkup 

jabatan dan 

bidang  

7. 
Pengajian 

Rutin 

Dilaksanakan satu 

bulan sekali di hari 

Jumat 

8. 
Media 

Sosial 

Klinik Bisnis, 

Website, Instagram 

9. 
Forum 

Diskusi 

a) Dilakukan 

didalam bidang 

maupun 

antarbidang 

b) Melibatkan 

atasan/ pimpinan 

10. Briefing 

a) Dilakukan 

minimal 4 kali 

dalam satu bulan 

b) Melibatkan 

atasan/ pimpinan 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

3. Sikap Kerja 

Pada dimensi sikap kerja, peneliti 

mengidentifikasi 4 sikap kerja pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

berdasarkan 4 aspek sikap kerja menurut 

(Sembiring, 2018) yaitu sikap kepatuhan dan 

ketaatan, sikap kejujuran, sikap tidak 

diskriminatif, dan sikap inisiatif pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. 

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Semarang cenderung memiliki sikap patuh 

terhadap peraturan waktu kerja, administrasi, 

atribut, dan seragam yang ada di Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Semarang. Akan tetapi 

masih terdapat pegawai yang kadang tidak 

menaati peraturan seperti lupa memakai atribut. 

Sikap kejujuran dalam menyampaikan informasi 

yang dilakukan pegawai dapat dilihat dari cara 

pegawai menyampaikan informasi kepada 

atasan, sesama pegawai, dan masyarakat yang 

dilakukan dengan apa adanya dan dengan 

pendekatan yang berbeda-beda. Meskipun 

informasi tersebut mungkin kurang 



 

menyenangkan, mereka menyampaikannya 

dengan cara yang jujur, hati-hati, dan 

disesuaikan dengan karakteristik lawan bicara. 

Sikap pegawai tidak membeda-bedakan 

tercermin interaksi pegawai dengan tidak 

membeda-bedakan sesama rekan kerja, baik 

ASN, non-ASN, maupun PPPK. Namun, 

interaksi mereka disesuaikan dengan usia dan 

jabatan, dengan sikap lebih sopan dan 

menghormati atasan serta lebih santai dengan 

teman sejawat. Sikap inisiatif pegawai dapat 

dilihat dari perilaku pegawai yang 

melaksanakan tugas sebelum di perintah oleh 

atasan. Pegawai mengedepankan koordinasi 

sebelum melakukan hal yang inisiatif untuk 

menghindari tumpang tindih pekerjaan dan 

miskoordinasi.  

Adanya kecenderungan sikap kurang patuh 

pegawai terhadap peraturan atribut dan seragam 

mendorong peningkatan sikap kerja pegawai 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pegawai yaitu sebagai berikut: 

No. Kegiatan Deskripsi 

1. Apel 

a) Dilaksanakan 

setiap pagi hari 

b) Terdapat laporan 

kehadiran dari 

masing-masing 

bidang 

c) Terdapat amanah 

dari pembina apel 

terkait kepatuhan, 

sopan santun, dan 

inisiatif 

2. 
Pengawasan 

Internal 

a) Dilaksanakan 

oleh Bidang 

Umum dan 

Kepegawaian 

b) Menghimbau dan 

mengingatkan 

pegawai lain 

untuk selalu 

mematuhi 

peraturan 

3. 
Bimbingan 

Teknis 

a) Dilasanakan 1-2 

kali setiap tahun 

dengan materi 

yang berbeda-

beda 

b) Materi Gratifikasi 

dari KPK 

4. 
Kantin 

Kejujuran 

a) Koperasi Bina 

Raharja 

b) Pengurus dan 

anggota 

merupakan 

pegawai yang 

masih aktif 

bekerja maupun 

yang sudah purna 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi 

pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang tercermin melalui antara lain yaitu 

kegiatan belajar bersama, bimbingan teknis, 

transfer ilmu, uji kompetensi, penguatan budaya 

kerja, pengajian, forum diskusi dengan atasan, 

briefing, apel pagi, pengawasan melalui bagian 

umum dan kepegawaian, dan kantin kejujuran. 

Peningkatan kompetensi pegawai terlihat 

dari terjadinya standarisasi pengetahuan dan 

pemahaman prosedur antarpegawai dengan 

latar belakang yang berbeda-beda, peningkatan 

keterampilan teknis pegawai sesuai dengan 

bidang dan jabatannya, dan peningkatan sikap 

kerja pegawai terutama pada kepatuhannya. 

Dalam keberjalanannya, kegiatan belajar 

bersama mengalami mengalami penurunan 



 

frekuensi pada pelaksanaannya. Hal ini 

dikarenakan pegawai yang lebih 

memprioritaskan melaksanakan tugasnya yang 

dapat berakibat hilangnya peluang untuk saling 

bertukar pengetahuan dan memperdalam 

keterampilan antarpegawai. 

SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti berdasarkan hasil penelitian “Analisis 

Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang”, 

yaitu:  

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang perlu menekankan pentingnya 

kegiatan peningkatkan kompetensi pegawai 

terutama kegiatan belajar bersama yang 

mengalami penurunan frekuensi. 

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Semarang perlu membuat agenda evaluasi 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar bersama 

sehingga mengetahui kendala lebih lanjut 

dalam kegiatan tersebut. 
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